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  BAB III 
PENUTUP 
A. Keseimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada BAB II, maka dapat ditarik keseimpulan 
yaitu sanksi pidana terhadap rumah sakit yang menolak pasien dalam 
keadaan gawat darurat sudah diatur dalam pasal 190 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, namun dalam pelaksanaannya 
penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus-kasus perumahsakitan di 
Indonesia termasuk penolakan pasien dalam keadaan gawat darurat oleh 
rumah sakit lebih ditekankan pada sanksi administratif dan diselesaikan 
melalui jalur non litigasi. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif 
dianggap lebih memberikan manfaat kepada pasien dan dianggap mampu 
meminimalisir kerusakan atau masalah. Sanksi yang bersifat pidana tetap 
harus ada sebagai langkah akhir penyelesaian dari masalah-masalah 
perumahsakitkan yang ditujukkan terhadap masalah-masalah atau kasus-
kasus yang membawa dampak sangat fatal. Hal ini sesuai dengan sifat 
hukum pidana, yaitu ultimum remidium. Disamping pertanggungjawaban 
secara hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara organisatoris 
melalui peradilan profesi atas pelanggaran Kode Etik yang dalam hal ini 
adalah Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). 
B. Saran 
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1. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara rinci mengenai 
pertanggungjawaban rumah sakit yang melakukan malpraktik beserta 
dengan tata cara penjatuhan/pelaksanaan sanksinya, sehingga apabila 
terdapat kasus perumahsakitan dikemudian hari penanganannya dapat 
diselesaikan secara cepat. 
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Rumah Sakit 
(BPRS)  dan  Dinas Kesehatan untuk menjamin tidak ada lagi rumah sakit 
swasta yang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, karena hal 
tersebut sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan. 
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